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ABSTRAK

Hukum melindungi semua aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali
dalam hal ketenagakerjaan. Perubahan di berbagai sektor juga menjadi sebagai
salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial, termasuk di bidang hukum
ketenagakerjaan. manusia berhak atas pekerjaan yang layak, maka ia berhak atas
syarat-syaral ketenagakerjaan. Dalam pembangunan unsur manusia memiliki
fungsi utama sebagai pelaku dan sekaligus juga sebagai tujuan dari
pembangunan itu sendiri. Sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber
daya manusia, pembangunan ketenagakerjaan (perburuhan) dalam proses
perkembangan bangsa Indonesia adalah merupakan masalah sosial ekonomi
yang penanganannya telah dan tengah diusahakan namun juga diakui belum
sepenuhnya terpecahkan. Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih
banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk
tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada
hanya sebatas minimal, tidak adanya job security juga tidak adanya jaminan
pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan
seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh.
Outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikat diri untuk
membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan dengan
menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yang memborongkan
mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong
dengan bayaran tertentu. Maka akan timbul pertanyaan mengenai hak-hak
pekerja outsourcing untuk mendapatkan jaminan sosial dan tenaga kerja pada
PT. Carrefour telah sesuaikah dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan serta alasan PT. Carrefour Palembang tersebut memperkerjakan
pekerja outsourcing. Dipilihnya PT. Carrefour karena di Perusahaan ini masih
menggunakan sistem pekerja outsourcing. Dalam mempekerjakan pekerjanya PT.
Carrefour telah memperhatikan kesejahteraan pekerjanya dengan memperhatikan
hak-hak mereka sebagai pekerja salah satu bentuknya adalah hak upah yang
diterima pekerja outsourcing telah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP)
Selain menjamin hak upah yang layak PT. Carrefour Palembang juga menjamin
hak para pekerja outourcing dalam keselamatan kerja dan jaminan hari tua.

Kata Kunci: Outsourching, Ketenagakerjaan, Pekerja, Jaminan Sosial, PT.
Carrefour
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat
telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan
persaingan usaha yang begitu ketat di semua sektor usaha. Kondisi yang sangat
kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan
pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan. Perubahan di berbagai sektor tersebut juga menjadi
sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial, termasuk di bidang
hukum ketenagakerjaan..

Salah satu bidang pembangunan nasional yang berlangsung saat ini adalah
pembangunan di bidang ekonomi, yang membawa pengaruh kearah yang lebih
baik lagi kehidupan rakyat banyak. Dengan penduduk yang besar jumlahnya
sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan
nasional tersebut, dengan demikian sumber daya manusia itu merupakan modal
dasar pembangunan nasional.!

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dikatakan bahwa “tiap-tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sehingga

! Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, him. 207.



orang berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakatnya, minatnya, berhak
pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, upah dan syarat-syarat
perjanjian kerja yang sama sebanding dengan pria dan wanita, hal ini dikarenakan
negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warganya.

Oleh karena itu manusia berhak atas pekerjaan yang layak, maka ia berhak
atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Hubungan antara buruh dan majikan
terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh
menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah
dan majikan itu pun menyatakan kesanggupannya untuk membayar upah,
perjanjian itu dinamakan perjanjian kerja.2

Pekerja/buruh adalah sumber daya manusia yang paling penting dalam proses
pembangunan, peran sertanya dalam pembangunan terus meningkat dengan
disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya.? Pembangunan tersebut
dilaksanakan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara seperti disebutkan
dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembangunan itu unsur manusia memiliki
fungsi utama sebagai pelaku dan sekaligus juga sebagai tujuan dari pembangunan
itu sendiri.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia,

pembangunan ketenagakerjaan (perburuhan) dalam proses perkembangan bangsa

% Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003,
hlm. 70.

* Maulabour, Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Hukum Perlindungan Bagi Pekerja
Buruh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, diakses melalui

hup-j/www.contohskriQsilcsis.com/backug/skrigsi/hukum%ZO@rda(a 3.him, diakses tanggal 21
Juli 2010



Indonesia adalah merupakan masalah sosial ekonomi yang penanganannya telah
dan tengah diusahakan namun juga diakui belum sepenuhnya terpecahkan.

Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan
pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak
(PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal,
tidak adanya job security huga tidak adanya jaminan pengembangan karir dan
lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan
praktek outsourcing akan menyengsarakan pekexja/buruh.4

Undang-Undang Ketenagakerjaan belum menyebutkan secara tegas mengenai
istilah dari outsourcing. Tetapi pengertian dari ouftsourcing ini sendiri dapat
dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-undang Ketenagakerjaan ini, yang isinya
menyatakan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara
pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.> Menurut Pasal 1601 b KUH
Perdata, outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan.
Sehingga pengertian outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong
mengikat diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang

memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yang

* Maulabour, Pelaksanaan Qutsourcing dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan, diakses
melalui http://maulabour.wordpress.com/2008/01/17/pelaksanaan-outsourcing-dari-aspek-hukum-
ketenagakerjaan/, diakses tanggal 21 Juli 2010

* Penjelasan Pasal 64 Undang-undang No. 13 tahun, tentang Ketenagakerjaan



http://maulabour.wordprcss.com/2008/01/17/pelaksanaan-outsourcing-dari-aspek-hukuin-

memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak
pemborong dengan bayaran tertentu.®

Permasalahan yang timbul dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia yaitu
dalam hal perlindungan hak atas kebebasan pekerja/buruh dalam mengemukakan
pendapat dan keinginannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
kepada pekerja atau buruh terhadap segala bentuk ketidakadilan oleh
pengusaha/majikan yang mencakup hak-hak dasar tenaga kerja seperti
pengupahan, kesejahteraan, kontrak kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan lain-
lain. Keadaan seperti upah yang rendah, lingkungan kerja yang tidak menunjang
serta hambatan-hambatan yang didapat dalam upaya pembentukan serikat pekerja
merupakan hal-hal yang sering terjadi dalam dinamika kehidupan tenaga kerja di
Indonesia.’

Ada suatu perusahaan yang memerlukan pekerja di bidang-bidang tertentu di
mana untuk melakukan kegiatan jasa atau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi, maka perusahaan tersebut meminta kepada
perusahaan lainnya untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk
dipekerjakan pada perusahaan tersebut dengan membayar sejumlah uang atau gaji,

pekerja ini dinamakan pekerja outsourcing.

6

http://www.lawsripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212&itemid=21 2,
diakses tanggal 21 Juli 2010
? Maulabour, Pelaksanaan Outsourcing dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan, diakses

mclalui http://maulabour.wordpress.com/2008/01/1 7/pelasanaan-outsourcing-dari-aspek-hukum-
ketenagakerjaan/
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Pekerja outsourcing ini terjadi dikarenakan tingkat pengangguran yang terjadi
semenjak krisis moneter dan bahkan sampai sekarang, semakin berkurangnya
ruang lingkup pekerjaan semakin banyak dari para penganggur yang terpaksa
bekerja sebagai tenaga kerja dengan menggunakan sistem outsourcing.

Outsourcing berasal dari kata out yang berarti keluar dan source yang berarti
sumber. Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik suatu definisi
operasional mengenai oufsourcing yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara
perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa,
dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga
kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan A dengan membayar sejumlah
uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan B.® Outsourcing adalah
alternatif dalam melakukan pekerjaan sendiri tetapi outsourcing tidak sekedar
mengontrakkan secara biasa, tetapi jauh melebihi itu.

Pengertian outsourcing menurut Pasal 64 UU No. 13 tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan adalahvt ’suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha
dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertuli;.; Bentuk perjanjian kerja

dengan menggunakan sistem outsourcing ini hanyalah dapat digunakan untuk

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak_berhubungan langsung dengan

proses produksi. Sehingga pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga
- ————

* Nova Chrystiyanto, Pengertian Qutsourcing, yang diakses melalui
http://variesta.wordpress.com/2010/01/20/pen gertian-outsourcing/

® Penjelasan Pasal 64, Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atas kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.lo

Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan
pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak
(PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal,
tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan
lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan
praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya
hubungan industrial. Apabila dikemudian bari terdapat sesuatu perselisihan pada
waktu pekerja melaksanakan pekerjaannya maka hal tersebut menjadi tanggung
jawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Ketentuan seperti ini dapat
digunakan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
untuk dapat memberhentikan pekerja atau menggantinya dengan tenaga kerja
yang baru. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktenangan bagi pekerja dalam
melakukan pekerjaannya.'!

Memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh haruslah bermula dari
pemahaman terhadap hubungan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan
pengusaha/majikan. Dalam hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan,
posisi pekerja/buruh selalu subordinatif dengan pengusaha/majikan. Hal ini
merupakan kesejatian akibat tidak seimbangnya kekuasaan ekonomi yang melekat

pada pekerja/buruh dan pada pengusaha/majikan. “Sosiologis buruh adalah tidak

' Maulabour, Pelaksanaan Outsourcing dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan, diakses

melalui http://maulabour.wordpress.com/2008/01/1 7/pelasanaan-outsourcing-dari-aspek-hukum-
ketenagakerjaan ’

Y 1bid,.


http://maulabour.wordpress.eom/2008/01/17/pelasanaan-ott/soMrcj/jg-dari-aspek-hukum-

bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada
tenaganya itu, ia terng yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada
tenaganya itu, ia terpaksa bekerja dengan orang lain. Dan majikan inilah yang
pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu s 12

Dengan adanya UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membawa
harapan bagi pertumbuhan dunia usaha. Kegiatan outsourcing telah membuka
peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang dapat menampung atau
mempekerjakan tenaga pengangguran.

'.-—;7 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari UUD 1945 dan
TAP MPR, setelah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain :
1. Hak untuk mendapatkan pekerjaan; 2. Perlindungan keselamatan kerja; 3.
Perlindungan kesehatan kerja; 4. Perlindungan dari PHK; 5. Jamsostek; 6. Upah
yang layak.l3

Namun dalam praktek outsourcing, hak-hak pekerja di atas jauh dari harapan
karena dengan masa kerja yang sangat pendek tersebut, kenyamanan kerja tidak
dimiliki oleh pekerja outsourcing, karena : pertama, ada perasaan was-was dari
pekerja, apakah setelah berakhirnya hubungan kerja nanti akan berlanjut dengan
perjanjian kerja yang baru. Kedua, sistem kerja outsourcing sangat rentan
terhadap PHK, misalnya jika ada kesalahan atau kelalaian kerja yang dilakukan
akan dengan mudah perusahaan pemberi kerja meminta agar perusahaan penyedia

pekerja menarik pekerja outsourcing tersebut. Ketiga, sistem pengupahan

12 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Djambatan, 2003, him. 8

13 Zulkarnain Ibrahim, Penelitian: Prakzek Qutsourcing dan Perlindungan Hak-Hak
Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan, him. 3.
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berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) yang berdasarkan Peraturan Daerah
suatu provinsi yang besarnya untuk Sumatera Selatan pada umumnya Rp.
604.000,- setiap bulan. Ubah ini hanya untuk buruh lajang saja, sedangkan bagi
pekerja yang berkeluarga tidak masuk dalam perhitungan UMP. Dengan demikian
tidak ada perlindungan upah bagi isteri atau suami dan anak-anak pekerja
outsourcing. Keempat, sistem kerja outsourcing ini seharusnya untuk pekerjaan
penunjang di perusahaan saja, namun sekarang banyak perusahaan
memperkerjakan pekerja pada bidang-bidang pokok. Kelima, para pekerja
outsourcing banyak yang berpendidikan tinggi atau sarjana dan dipekerjakan pada
bidang-bidang pekerjaan pokok, seperti: Teller di Bank-Bank, Akuntan di
perusahaan Keuangan dan Asuransi, namun karena kesulitan mendapatkan
pekerjaan yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan keahlian, maka dengan sangat
terpaksa menerima pekerjaan outsourcing daripada menjadi penganggur.'*
___ETerdapat kesederhanaan bagi pengusaha tempat pekerja diperkerjakan, yaitu
perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengurusi masalah perekutan dan pelatihan
tenaga kerja. Mereka hanya perlu menentukan kriteria tenaga kerja yang
diperlukan dan menyodorkannya kepada perusahaan outsourcing. Keuntuw
lainnya adalah perusahaan tersebut tidak lagi dipusingkan oleh urusan pesangon,
THR, PHK dan masalah ketenagakerjaan lainnya, karena hal ini telah di ambil

alih oleh perusahaan outsourcing."”

" Ibid, him. 3.

'* Sehat Damanik, Qutsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Sebagai Penuntun Untuk Merencanakan-Melaksanakan Bisnis
Outsourcing dan Perjanjian Kerja, DSS Publishing, Jakarta, Cetakan Ke L, Juli, 2006, him. 5.



Ditinjau dari segi pengusaha adanya pemborongan pekerjaan atau penyedia
jasa tenaga kerja, menguntungkan karena pengusaha dapat mengkonsentrasikan
pemikirannya untuk menangani core bisnisnya sedangkan pekerjaan-pekerjaan
penunjang dapat diserahkan kepada pemborong. Dengan demikian pengusaha
tidak perlu memiliki organisasi yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang
banyak. Demikian juga permasalahan ketenagakerjaan dapat dieliminir dengan
adanya perusahaan lain yang menangani pekerjaan penunjang, dimana hubungan
kerja pekerja langsung ditangani pemborong atau penyedia jasa tenaga kerja.'®

Ditinjau dari segi kepentingan pekerja, adanya pekerjaan pemborongan atau
penyedia jasa tenaga kerja perlu adanya ketegasan hubungan kerja yang jelas
sehingga pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan jelas penanggungjawabnya. Untuk itu pekerja harus diikat
dengan perjanjian kerja dengan perusahaan yang memperkerjakannya.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja
yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin
kesamaaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.!”

Dengan adanya keuntungan dan kerugian dari pihak perekrut atau pengerah,
tenaga kerja, dan perusahaan tempat tenagaa kerja bekerja, maka diperlukan

kearifan dari pemerintah dalam menciptakan peraturan-peraturan tentang

18 Ibid.
Y 1bid.
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outsourcing ini agar tercipta hubungan yang saling mendukung dan lebih baik
lagi. Yang perlu ditingkatkan adalah memadukan perlindungan terhadap hak-hak
pekerja dengan terbukanya peluang usaha yang baik bagi pengusaha.

Legalisasi outsourcing melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan ini telah mendorong penulis untuk memberikan pemaparan
tentang outsourcing, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
semua pihak, sehingga penulis akan mengemukakan “Hak Pekerja Outsourcing
Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada PT. Carrefour

Palembang”.

B. Permasalahan
Berdasarkan pemikiran dari latar belakang tersebut di atas, rumusan
pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah hak pekerja outsourcing untuk mendapatkan jaminan sosial dan
tenaga kerja pada PT. Carrefour telah sesuai dengan UU No. 13 tahun

2003 tentang ketenagakerjaan ?

2. Apakah alasan PT. Carrefour Palembang tersebut mempekerjakan

pekerja outsourcing ?

C. Ruang Lingkup
Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada
dan upaya lebih terarah serta mengingat betapa luasnya aspek secara yuridis,

maka penulis membatas mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan
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kepada perusahaan lain, alasan perusahaan memperkerjaan pekerja outsourcing,
dan sistem pengupahan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh pekerja

outsourcing.

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah hak pekerja outsourcing untuk
mendapatkan jaminan sosial dan tenaga kerja pada PT. Carrefour telah
sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai alasan-alasan PT. Carrefour

Palembang mempekerjakan pekerja outsourcing.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk
pengembangan materi dari Hukum Ketenagakerjaan bagi para pihak,
khususnya dalam hal outsourcing.

2. Manfaat praktis
Diharapkan bagi penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi

pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dengan pentingnya masalah

yang timbul dalam Hukum Ketenagakerjaan, khususnya mengenai

outsourcing.
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris,
karena penelitian ini meneliti dan mengutamakan data primer yang berupa
informasi langsung dari lapangan atau dari PT. Carrefour Palembang tentang Hak
Pekerja Outsourcing Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerjanya. Untuk mendapat
hasil yang maksimal, maka penelitian ini didukung juga dengan pendekatan
yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-
undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat dengan Hak Pekerja
Qutsourcing Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada PT. Carrefour
Palembang .

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian
hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian
hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/dasar adalah data
yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian
Japangan.'®
2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh
secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang

diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu ;‘9

8 _Usmawadi, Petunjuk Praktis Bagi Kalangan Akademisi dan Prakiisi, Labolatorium
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, him. 7.

19 Soerjono Sockanto. Pengantar Peneitian Hukum. universitas indonesia (UI-Press)
Jakarta 1968, him. 51.
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1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
atau dari lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang obyek
penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap
sumber bahan hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi termasuk
laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat
dengan obyek penelitian.?’

Adapun sumber bahan yang diperlukan untuk penulisan ini adalah
bantuan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.

a. Bahan hukum Primer
Bahan hukum ini terutama berasal dari undang-undang yang berkaitan
dengan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu UU No. 13 tahun 2003.
b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya

kalangan praktisi maupun akademisi hukum, koran, majalah, jurnal,

dan lain sebagainya.

21bid, him. 12.
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c¢. Bahan hukum tersier
Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus (hukum).

3. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :
a. Wawancara
Pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilakukan secara
terbuka atau bebas dengan berpedoman kepada daftar pokok-pokok pertanyaan
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data
dengan metode wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris serta
memperoleh informasi konkrit tentang Hak Pekerja Outsourcing Terhadap
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada PT Carrefour Palembang.
Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua
penggolongan besar yaitu :*!
1.) Wawancara Berencana (berpatokan).
Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar
pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara
hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan

tidak boleh menyimpang apa yang telah ditentukan.

' Burhan Ashsofa,. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. him. 96
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2.) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu
pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada
aturan-aturan yang ketat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk
menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.?

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan melalui
penulusuran terhadap sumber bahan hukum mengenai Hak Pekerja Outsourcing
Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada PT Carrefour Palembang serta
membaca dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan erat dengan objek
penelitian.

Metode dokumentasi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan
(library research) yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis
sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian,
maka penelitian dilakukan di PT. Carrefour Palembang.
5. Metode Analisis Data

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian di analisis dengan

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis kualitas dari

2 Lexy J. Moleong, , Metode Penelitan Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset,
Bandung, 2007. him. 217
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data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu Analisis
Data Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain®, sehingga didapat gambaran yang jelas dan releven tentang
Hak Pekerja Outsourcing Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada PT

Carrefour Palembang.

3 ibid, him. 31
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